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PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TIMGKAT I LAMPUNG

NOMOR & TAHUN 1337

TENTANG

PEMYZRAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TINGKAT T LAMPUNG KEPADA DAERAH TINGKAT II

BANDAR LAaMPUNG

DEMGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERMUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

bahwa dengan dikesluarkannya Peraturan Pemerintah
Momor 45 Tahun 1992 tentang Penvelenggaraan Otonomi
Daerah dengan Titik Eerat pada Dasrah Tingkat II dan
ditetapkannya Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar
Lampung sebagai Percontohan Otonomi Caerah
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 178 Tahun 1996 maka perlu ditindak
lanjuti dengan penyerahan sebagian Urusan
Pemarintahan Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah
Tingkat II Bandar Lampung;

bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam
Megeri Momor 5 Tahun 1995 tentang Penghapusan Cabang
Dinas Daerah Tingkat I dan Unit Pelaksana Teknis
Dinas Daerah Tingkat I pada Daerah Tingkat I1
Percontohan, maka perlu ditindak lanjwti dengan
meyerahkan tugas pembantuan kepada Daerah Tingkat II
Bandar Lampung;

bahwa pEnyarahan urusan dan penyarahan Lugas
pembazntuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b

diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Momor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang MNomor 4 Drt Tahun 195é (Lembaran Nagara
Republik Indonesia Momor 55 Tahun 1954), Undang-
undang MNomor 5 0Ort Tahun 1954 (Lembaran HNegara
Reptblik Indonesia Nomor 56 Tahun 195%6), dan  Undang-
undang Homor & DOrk Tahun 1956 {(Lembaran Negara
Republik Indonssia Momor 57 Tahun 139567, tentang
Pambentukan Daesrah Tingkat II termasuk Kotapraja
dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagal Undang-undang (Lembaran Megara Republik
Indonaesia  MNomor 73 Tahun 19597, Tambahan Lembaran
Mergara Republik Indon=zsia Nomor 1821);
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pnéang=uncang Nomar 4 JTanun 1384 tentang femoeniusanr
Daerah Tingkat I Lampung {Lembaran hagara Hepus’i; -
ircornesta  Tanuwn 1964 Nomor 95 o3

EE v - TR T Lenoaran

HNegara Repubiik Indonesia womor 2828

SNCANG-URGANG hOmar 5 Tanun 1574 1entang roOA0A-roAga
Pemerintanan di  Daerah ( Lembaran Negara {Rapubdl -
Jfconesia  ranun 974 Nomor 38 TamDanan  wemoarar
Negara Republik Indonesiya womor 3037

deraturan fPamerinitan Nomor 64 Tanun 1557 1zntans
penyerahan sebagian dari  urusan Pemerintab fusas
g% rdapangan rPariianan Laui, Aghutanan <an farsi Radyas
kepada Daeran-daerah Swatantra Tinggat I [Lemdarar
Negara a[epubliik  Indonesia Tahun 15537 Nomor 4%,
Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar

14507 .

FRraturan Pemarinian komor i4$ Tahen 1558 1eniang
penyeranan xekuasaan, tugas dan Kewajiban mengona

drusan-yrusan Aeésajanteraan burub, wesajanieraan
penganggur dan pemberian kKerja kepada penganggur
Lapada Daeran-daerah ({lLembaran Negara REpLoi i
Indonesia Tahun 1958 Nomor 26, Tambabhan Lembaran
WEgara nepusiis Indonesia komor 15565).

Peraturan Pemerintah homor 24 Tahun 1879 titentang
pEnyeranan sebagian urusan Pamerintanan dajam bidang
‘“epariwisataan xepada Daerah Tingkat 1 {(Lembarar
wWegara Republia Indonesia Tahun 1875 homor 34,
Tambahan Lembaran Negara Hepubiik Indonesia NOma
J2Tae )

fFaraturan Pemarintah Noinvor 37 Tahun 12338 tentans
penyerahan Sebagian Urusan Pemerintaban dibidansg
Fertamtangan xegada Daerah {Lembaran Nagara Repudlix
Indonesia Tahun 1986 Nomor 683, Tambahan Lembaran
Negara Repupliik  Indonesia Nomor 33407 ;

Peraturan Femerintan Womor 14 Tahun 1887 tentang
ganvyeranan Sebagian Urusan Pemerintanhan gibidang
Pekerjaan Umum Kepada Daerah(Lembaran Negara Repuniix
indonasia Tahun 1887 kNomor 25, Tambanhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3353);

Peraturan Pemerintah komor 22 Tahun 1880 tentang
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam 8Bidang

Laiu Lintas dan Angkutan Jatan kepada Daesrah Tingkal
I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Repudlic
Indonesia Tahun 1930 Nomor 26, Tambahan Lemoaran

Negara Repuclik Indonesia Nomor 34105

Feratdran fFemarinian Nomor 45 Tahun 18%2 tentang
Penyelienggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Bera:
pada Caerah Tingsat II (Lembaran Khegara rA2pudiis
Indonesia Tahun 1892 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republix Indonesia homor 3487);

Keputusan Menteri Dalam wegeri Nomor 84 Tanun 18%.
tantang Bentuk Peraturan Daerah dan Peratdran gasra-
Perubanan:



Aeputusan Menter: Catam  Hegord Momor 45 Tanun 1353
tentang Fengundangan  Peraturan Dacran  dan atau
AepuiLsan igpaia Dasran iowat ranggany WaALTU

pangecanar

AagSuiusan MENIErs  Jaiam Negeri  somar
1896 tentang Percontohan Otonomi sae

AaDupaten/{otamadya casrah Tingaax 7

14, Insiruksi Menteri Dalam Negeri Nemor 5 Tanun 186z
tontang Penghapusan Cabang Dinas Saeran Tingsdat 1 dan
Unit Pelaxsana Teknis Daerah Tingkat 1 pada Dacran
TingREt I1 rercontaohan:

15. Peraturan Caeran MNomor 18 Tahun 1857 TENIARS
cenverahan drusan di 2Bidang H<epariwisaiaan dars
Pemerintan Daerah Tingkat I kepada Dacran Tingkat Lz
3g Froginsi vaeran 7ingxat I Lampung.

Dengan persctujuan Cowan  Perwakiian Rakyat Dacran Fropins,

gagran Tingxat I

Menetapkan

.
b

Lampung.

AEMUTUSHKAN

PERATURAN DAERAH PROPINELI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG  PENYERAHAN SEDAGIAN LUAUSAN PEMERINTAHAN  DAERAR
TINGHKAT 1 LAMPUNG KEPADA DAERAH TINGKAT 11 BANDAR
LAMPUNG .

SA 1

KETENTUAN UMUNM

Fasai g

Dalam Peraturan Daerah 1ni yang dimaksud dengan .
Femerintah vacrah TJingrat I acaran ranmerintan
Fropinsy Daerah Tingkat 1 Lampung,

A0pala paeran adartan Guobernur depala caaran
Lampung;

wacran iingdat 11 adaiah Xotamadya Daeran 7ingsat i1
Bandar Lampung;

remerinian Daeran Tingkat I1 adaiah Pemerintan
Xotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampuns. ;
Jinas Jaerah Tinggat II adalah Dinas Daerahn Acnamadya
Daerah Tingkat II Bandar Lampung;

grusan adaian urusan pemerintanan Daerah TingsRat I
Lampung.

Tugas rombantuan adaltan tugas uniuk turui serta datam
melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan olean
Pemerintan Dasrah Tingkat I Lampung kepada Pemerintahn
Dacranh Tingkat II Bandar Lampung dengan kKewa]jiban
momportanggungjawabikan s<egpada yang menugasiannya.
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fasa, 2
(1) Urusan vyang diserahkan kepada DJaeran ingra: .
Zodsan aspbagian urusan gdioidang
Kehdtanann,
Tenaga Aerja;
Pariwisata;
rer tamndangarn;
Pekerjaan umum:
catu Lintas dan Angautan catan {(LLAJY.
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Kepada Taerah Tingkat 1l diserankan tugas pompantuan
Wrusan pomerintanan dipidang

a. Pendapatan Daeran:

2. Bidang Laiu Lintas dan Angziuian Ja

-

anl .

BAZ ~C
weNLS DAN PERINCIAN uruSAN
YANG DISERAHKANM

~fazal 3

Jenis dan perincian urusan yang diseransan
sepagaimana  dimaxsud <atam pasal 2 avat {1} Peraturan
Dacrah ini adalak

a. Bidang Aehuianan :
1}. Penghijauan dan Konservasi Tanah dan Air;
2). Perlebahan;

. Poarsutraan Altam;

1. Autan Ragyvat dan Hutan Miiix:

). Penvuluhan Kehutanan;

. Autan Kota.

o N g L

b. Bidang Tenaga Kerja
1. Kesejanteraan Buruh;
2). Kesejahteraan penganggur dan pemberian woria
£epada penganggur.

. Bidang Pariwisata
i}. Obvex wisata;
2). Bar:

d. Bidang Peortamdbangan Galian Goiongan C :
1). Kebijaksanaan untuik mengatur, mengurus gdar
mengemoang<an usaha Pertampangan Galtan Golaongan
#8 sepanjang tidak terietak dilepas panta‘
ganfatau pengusahaannya ditakuxan daiam rangga
Penanaman Modal Asing;

2%. J42nis exsplorasi, eksploitasi, pengoiahan dan
pemurnian, pengangkutan dan penjualan terhadaz
jenis=jenis bahan galian :

a). Pasir;

o). Andesit:
c). Tanah urug;
dj. Tanan iiat;
). Batu kapur:
Y. Sirtu.
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J2}. Felaisanaan panyec1an ar LriGas
berdasarxan perencanaan yang telarn
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O% IBTSpAan;

Pemberian izin penggunaan air Irigasl aar
CArInGan Irigasi;

Penctapan masa irigasi untuk setrap Gaeas
rigasy daiam rangsa pembagian can pemocerian
air secara tepat guna;

Fenictapan prioritas pembagian air  irigas:
sesuai dengan sifuasi dan kondisi setempat;
Folaksanaan c<spiaitast dan pemaiiharaan
jaringan irigasi dan drainase besoria
cangunan— Sangunan geiengRapnya muiail gars
bangunan pengambilan sampai  pada sajuran
sercontonan sgpanjang 50 (lima puiuny metaor
dari bangunan sadap;

Ferizinan untus mengadazan peruoanan
dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dan
sajuran caram jaringan irigasi maupun
bangunan pelengkapnya;

Fengamanan HNTLE manjamin relangsungan
Tfungsi irigasi beserta bangunan
selengsapnya.

Bina Marga

B Y

Vo).

Pomelinaraan atas :

{1). Jalan kolewtor primer vans
menghubungxan Ibuxotia Daerah Tingrat 1
dengan Ibukota Daerah Tingkat I1;

v27. —alan roiestor Briswer yansg
mengnubungkan Ibukota Daerah Tingkat Iz
dergan Jbuxota Dacrah Tingkat II
lainnys:

dy. walan selain yang termasuk dalam  angaa
1) dan 2Y  yang mempunyai niiai
strategis terhadap mepentingan Taerah

Tingkat II.

Penatapan status sebagar jalan Hotamadya

ATas

(1. vaian  xolestor primer yang  tidax

termasuk kelampok jalan HNasional dan

sziompor jatan Propinsi;

Jalan lokal primer;

Jaian sexunder s2iain yang termasusg

dalam kelompok jalan HNasionai daan

Zeiompok jaian Propinsi;

(4). Jalan selain vang tormasuk dalam anguz
iy, 2Y dan 3) yang mempunyaid nilad
strategis terhadap kepentingan LRacrah
Tingral II.

-
L1 ha
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Cipta farya :

2, . TEWmIThAAN  atas pemdangunar dan  pange’otaan
prasarana serta fasiiitas Tingrungan
SBrMUKIman;

(o). Pembinaan atas pengaturan dan pengawasar

Ternacap pEmbpangunan, peme’ i haraan can
pemanfaatan bangunan gedung;
). rembinaan atas perencanaan, pembangunan,

pemeliharaan dan pengelolaan air bersih,
gengan sistim perpipaan dan sumur ariesis;

{(d). Pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan
pengeiciaan prasarana dan sarana penyediaan
air bersih;

v8J). rembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan
pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan
sampah, ajir limbah dan Jaringan drainase
parmukiman.

Sidang Laiu Lintas dan Angxkutan Jalan :

1). Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan
peme’iharaan rambu-rambu lalu lintas serta
tanda-tanda 41 jalan Fropinsi;

2). Panetapan peraturan-peraturan LA mengenai
kendaraan tidak bermotor:

3}. Penetapan tarif pengangkutan crang dan barang
dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan
tarif berdasarkan Peraturan perundang-undangan
vang berlaku;

4). Penetapan larangan menggunakan  jalan propinsi
bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor
berhubung dengan muatan sumbunya;

58). Penetapan larangan menggunakan Jjalan Propins:
pagi xendaraan bermotor yang muatan sumounya
malebihi batas maksimum yang ditentukan untui
jatlan 1tu;

Fasal 4

Jenis dan perincian urusan pemerintahan ar:s
iperbantu<an sebagaimana maksud Pasal 2 ayat {2}
adaian
4. Bidang Pendapatan Daerah -
1}. Pajak ¥endaraan Bermotor;
23. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalian
Panunjuxan lokasi, pengelolaan, pelaksanaan dan
pengujian Kendaraan bermotor, kecuali kendaraan
sermotor khusus Ang<atan Bersenjata Republik
Indonesia.
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ORGANISASTI DAN TATAKERUA
rasa’ &

Pemerintah Daerah Tingkat 11 aapa: =emzinion
oinas Qaerah Tingkat 11 sebagai unsur peilaksana
Pemerintah Daerah Tingkat 11 sesuai dengan Paraturan
ferundang-undangan vang beriaxu.

Pasa: &

Fambentuxkan organisasi dan tiatakerja Dinas
Daerah Tingkat I1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
sferaturan Daerah ini, ditetapxkan dengan PeEraturan
Daerah Tingkat II dan mulai berlaku satelah mendapa:
pengesahan dari Kepaia Daerah.

BAB IV
AEPEGAWAIAN

Pasai 7

{1} Dengan 1i1idak mengurangi hak Daerah Tingkat 11
untuk mengangkat Pegawai Daerah sesuad Paraturan
Parundang-undangan yang berlaxu datiam
penyelenggaraan wewenang, tugas dan kKewajiban
asrah Tingkat II mengenat urusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daeran
ini, Pegawai Pemerintah Daeran Tingkat I dapat
diperbantukan pada Pemerintah Daerah Tingkat IT.

{2} Hal-hal vang berhubungan dengan peiaksanaan
ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
diatur lebih lanjut oleh ¥Kepala Daerah sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
ceriasu.

SAB V
PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

~asal 8

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas gan
iewajiban urusan vang telah diserahxan xepada
Pemerintah Daerah Tingkat II pada saat pelaksanaan
penyerahan, maka sumber pembiayaan dan peratatan baik
bergerak maupun tidak bergerak diserahkan menjadi
4axayvaan Daerah Tingzat II dan menijadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah Tingkat II.



Anggaran yang disediakan daiam Ariggarsas
Fendapatan can Belanja DPaerah Tingkat I untux
membiavai urusan yang diserahkan sebagaimana £imaksucz
Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diseransan dan

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belan;z
vaeran Tingxat II.

Pasa® 12

Sagala punguian terhadap urusan yang t2ian
diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingka:t i
menjadi Pendapatan Asti Daerah Tingxat II, diatur gdan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat 11 sesuas
dangan Peraiuran Perundang-undangan vang beriasu.

Pasal ':

Tata cara penyerahan pembiayaan dan peralatan,

akan diatur lebih Tanjut oleh Kepala Daerah sesuai
dangan Paraturan Perundang-undangan yang beriaxu.

BAZ VI
AETEMTUAN PERALIHAN

Pasal 12

i %)} Selama penyerahan urusan Pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah
ini, belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan
Ketentuan yang berlaku, maka penyelienggaraan
grusan-urusan tersebut tetap dilaksanakan o0ieh
Kepala Daerah.

12) Pada saat berlaxkunya Peraturan Dacran ini,
Peraturan Daerah vyang mengatur dan berkaitan
dengan penverahan urusan pemerintahan yang telan
diserahkan kepada Daerah Tingkat 1I tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Daesrah ini.

SABE VII
KETENTUAN LAIN DAM PENUTUZ

rasal 13
Dengan dibentuknya Dinas Daerah Tingsz: e
sebagai unsur pelaksana urusan vyang diseran<an
berdasarkan Peraturan Daerah ini, Cabang Qinas Daerah
Tingkat I yang ada di Daerah Tingkat II dinyatazan
dihapus.



Pemerintah Caerah Tingkat il daiar
menyelienggarakan uJrusan-urusan yang telan wmenjads
wewenangnya melaporkan hasilnya kepada Kepaia
Saeran.

fasai 15

Hal-hal yang beium diatur dalam Peraturan Daeran
11 akan diatur Jepih janjut oienh Kepaia Dasran.

Pasa®l 13
Jengan Gberlakunya Peraiuran Daeran 1ini, maxka
sebagian urusan pemerintahan daerah yang telah
diseranxan kepada Daeran Tingxat 11 sepanjang urusan
tersebut tidak mengatur materi yang sama dengan
drusan yang teian diserankan berdasarkan Peraturan
Daeran 1ni dinyvatakan masih tetap beriaku.
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga:
diundangxan.
Agar supava setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Lampung.

oENAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAR
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A et ua,

dto

Drs, ri. SCINTDGARO BROTOATMODJO.

vitaetapxan di Teluxkbeiung
pada tanggal 29 Januari 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
LAMPUNG,

dto

FOEDJONO PRANYOQTO
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